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ABSTRAK

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum
acara perdata, maka ketentuan mengenai ultra petita dalam hukum acara perdata
yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 Ayat (3) H.l.R dan 189 RBg juga
berlaku. Akan tetapi ketentuan itu tidak diindahkan dalam dalam Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Tujuan dari
penelitian ini mengangkat masalah mengenai atas diajukan permohonan kasasi
untuk membatalkan putusan yang melampaui batas wewenang sebagaimana
kewenangan pada tingkat kasasi sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang
Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-
PHI1/2021 menolak permohonan kasasi yang diajukan. Sehubungan dengan hal itu,
terdapat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam
Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan Bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari
putusan kasasi tersebut. Guna menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data
sekunder dan didukung data primer, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik
kesimpulan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-
PHI1/2021 dengan peraturan perundang-undangan, karena semestinya pada tingkat
kasasi dapat membatalkan putusan yang mengandung ultra petita, dan akibat
hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang
mengandung ultra petita tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat,
meskipun dalam hal ini Tergugat lebih dirugikan.

Kata kunci : Ultra Petita, Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum
Ketenagakerjaan

Abstract
The procedural law applicable to the Industrial Relations Court is civil
procedural law, so the provisions regarding ultra petita in civil procedural law

outlined in Article 178 Paragraph (3) H.I.R and 189 RBg also apply. However,
this provision was not heeded in the Industrial Relations Court Decision Number
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124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. The purpose of this study raises the issue of the above
was submitted to cancel the decision that exceeded the authority limit as the
authority at the cassation level in accordance with the mandate of the Law on the
Supreme Court, but in Cassation Decision Number 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021
rejected the appeal filed. In connection with this, there is a main problem, namely
how the judge's consideration in the Cassation Decision Number 278 K/Pdt.Sus-
PHI/2021 based on statutory regulations and What are the legal consequences
that can arise from the cassation decision. This research uses research methods
normative legal research was carried out, which was sourced from secondary
data and supported by primary data, analyzed qualitatively, and concluded by
using a deductive method. From the results of the study it can be concluded that
there is a discrepancy between the Cassation Decision Number 278 K/Pdt.Sus-
PHI/2021 with laws and regulations, because at the cassation level it should be
able to cancel decisions containing ultra petita, and the legal consequences that
arise are the decisions of the Industrial Relations Court containing ultra petita
must be implemented by the Defendant, although in this case the Defendant is
more disadvantaged.

Keywords : Ultra Petita, The Industrial Relations Court, Labour Law
A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah pengadilan khusus yang
dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili
dan memberi putusan terhadap perselisinan hubungan industrial.! Perselisihan
hubungan industrial tersebut didalamnya mencakup perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja.?

Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada dasarnya yang
menggunakan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ketentuan tersebut
telah termaktub dalam Pasal 57 UU PPHI. Hukum Acara Perdata meliputi
ketentuan-ketentuan yang selain memberi jalan dan cara bagaimana seseorang
yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, harus betindak untuk dapat
memulihkan kembali haknya itu tanpa melanggar hukum yang dilakukan dengan
cara meminta bantuan Pengadilan.®

Perkara yang diajukan ke Pengadilan, setelah diperiksa dan
dipertimbangkan haruslah  berakhir dengan adanya suatu keputusan
Hakim/Pengadilan (vonnis).  Hal ini termasuk pula perkara perselisihan

! Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, pasal 1 angka 17.

2 |bid, Pasal 1 angka 1.

8 H.M. Abdurrachman, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti,
2014), hal. 3.

4 1bid, hal. 101.
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pemutusan hubungan kerja yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Asas-asas yang berlaku dalam hukum positif pada umumnya dijadikan sebagai
dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara.’
Salah satu asas yang tidak dapat diabaikan, ketika mengakhiri suatu perkara
perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan suatu putusan, putusan dijatuhkan
oleh hakim dengan disertai alasan-alasan yang didasari atas hukum positif.
Meskipun demikian, hakim dalam mempertimbangkan serta mengadili suatu
perkara tidak dapat mengesampingkan satupun tuntutan/petitum yang tercantum
dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan.

Keleluasaan hakim dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan
seluruh petitum dalam gugatan tetap harus sejalan dengan Pasal 178 Ayat (3)
H.I.R dan Pasal 189 (3) Rbg, ditegaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan
Ultra petita. Menurut 1.P.M. Ranuhandoko, ultra petita adalah putusan hakim
yang dijatuhkan terhadap suatu perkara tetapi putusan yang tersebut melebihi apa
yang dimohonkan oleh Penggugat.® Tidak bolehnya melakukan ultra petita
mengampu pada tujuan, yang menjaga hakim tidak melakukan perbuatan
sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara berdasarkan pertimbangan-
pertimbangannya sendiri, karena batasannya ada pada apa yang dimohonkan
Penggugat dalam gugatan.” Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah
melampaui yurisdiksi atau wewenangnya, biasanya disebut dengan ultra vires.
Akan tetapi putusan ultra petita tersebut tercermin dalam putusan yang
menyelesaikan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan
Hubungan Industrial Putusan yang mengandung ultra petita dapat dinyatakan
cacat (invalid). Atas timbulnya putusan dari perkara perselisinan pemutusan
hubungan kerja melebihi apa yang dituntut oleh Penggungat, berdasarkan hirarki
upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial, pihak yang
keberatan dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (judex facti) dapat
mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.®

Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan atau penetapan dari suatu
pengadilan dalam tingkat kasasi® . Hal tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan
Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang mana berbunyi : “(1)
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan
pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau
melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

5 Sarwono, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 18.

6 1.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.522

" Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata
(Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hal. 17.

8 Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
(Jakarta: MISI, 2017), hal.382.

°® Bambang Sugeng Ariadi S. Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas
Ultra petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono” Jurnal Yuridika, Vol. 29 No. I, (Periode
JanuariApril 2014), h.100-112 (On-line), tersedia di:
https://ejournal.unair.ac.id/Y DK/article/viewFile/360/194 (7 September 2018)
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perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan.”

Ketentuan di atas jelas dapat dilihat bahwa ketika terdapatnya suatu
putusan yang melampaui batas wewenang, yang mana hakim memutus melebihi
yang diminta, maka Mahkamah Agung sebagai judex juris dapat membatalkan
penetapan putusan judex facti.'° Kadang kala suatu ketentuan hukum telah disusun
dengan begitu ideal, akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa ketika menerapkan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan ataupun
ketidaksesuaian dengan apa yang sudah diatur. Mengenai pengaturan tersebut di
atas, terdapat perbedaan yang diterapkan dalam Putusan Kasasi Nomor 278
K/Pdt.Sus-PHI1/2021. Putusan kasasi dari perkara tersebut, menolak permohonan
kasasi yang diajukan sebagai bentuk upaya hukum dari putusan perkara
perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, yang
mana pengajuan permohonan kasasi itu didasari atas adanya putusan yang
melebihi apa yang dimohonkan oleh pihak Penggugat. Meskipun hakim dalam
menjatuhkan putusan tersebut dengan didasarkan atas itikad baik maupun untuk
kemaslahatan untuk orang banyak, putusan yang mengandung ultra petita tidak
dapat serta merta dibenarkan, karena pada prinsipnya hakim tidaklah
diperkenankan menambah sendiri hal-hal yang tidak diminta.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi bukti bahwa terdapat
ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi dengan peraturan perundang-undangan
pada tingkat kasasi karena dapat membatalkan putusan yang mengandung ultra
petita. Permasalahan ini adalah hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti
dan membahasnya, oleh karena itu penulis memutuskan untuk membahas
permasalahan ini dalam sebuah jurnal dengan judul “ULTRA PETITA YANG
DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Nomor 278
K/Pdt.Sus-PHI/2021)%

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka akan
dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimanakah Ultra
petita yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa Pengadilan
Hubungan Industrial (Analisis Putusan Nomor 278 K/Pdt.Sus-PH1/2021) ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka.!! Objek penelitian ini
ialah mengenai Analisis Putusan perkara perdata khusus perselisihan hubungan
industrial pada tingkat kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI1/2021, yang memutus
perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan putusan yang amarnya
mengandung ultra petita. Serta didukung dengan bahan hukum sekunder

10 pangaribuan, op.cit, hal. 385
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13-14.
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berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan
secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan
jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan
sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Ultra Petita adalah penjatuhan vonis atau putusan atas perkara yang
tidak dituntut atau mengabulkan tuntutan melebihi apa yang diminta oleh Jaksa
Penuntut Umum. Ultra Petita menurut 1.P.M.Ranuhandoko dalam buku Putusan
Ultra Petita suatu Perkara adalah melebihi yang diminta.*? Yahya Harahap turut
mendefinisikan Ultra Petita sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan
melebihi atau diluar dari apa yang di tuntut.!® Ketentuan ini berdasarkan H.I.R
Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR),
serta RBg Pasal 189 ayat (2) dan (3) Reglement tot Regeling van het
Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura gge (RBg), yang melarang
seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (Petitum). ! Pada
prinsipnya, hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman. Tetapi tetap
ada batas-batas yang mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan
aturan-aturan tersebut haruslah dipatuhi. Dalam praktiknya, hakim sudah
berkali-kali menjatuhkan vonis penjara lebih tinggi dari yang dituntut Jaksa.
Bahkan selain kurungan atau penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan
jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa.® Adalah
kewenangan daripada seorang hakim memutus suatu perkara sesuai dengan
fakta yang hadir dipersidangan dan keyakinannya memberikan putusan
pemidanaan melebihi apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum apabila
memang benar-benar dirasa adil dan rasional. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa
tuntutan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sesuai
dengan apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dapat
menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa asal tidak melebihi batas
maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang - Undang.®

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi
Bahwa PENGGUGAT melalui surat gugatannya yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Putusan Nomor 124/Pdt.Sus-

12 Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana, (Yogyakarta :
Jurnal Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana, 2017), hal.3

13 'Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.801.

14 Haposan Siallagan, Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang, Mimbar
Hukum, XXII, 1 Februari, 2010, hal. 74

15 Muhammad Yasin, “Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana”, diakses dari
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-
perkara-pidana/, (diakses pada tanggal 02 Oktober 2021)

16 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. (Jakarta :
Kencana. 2016), hal. 67.
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PHI/2020/PN Jkt Pst Yang menjadi awal permasalahan dalam kasus ini adalah
bahwa pihak TERGUGAT di dalam memperkerjakan PENGGUGAT telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32 Undang — Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja
lainnya.

PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya mendasarkan pada
pokok gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum  Tergugat untuk mencabut SK Mutasi Nomor
72/KEPJKT2/2019 yang telah memutasikan Penggugat dari Cabang
Mampang ke Cabang Pandeglang sesuai dengan pasal Pasal 32 Undang —
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Menyatakan Penggugat tetap bekerja sebagai Pengelola UPC Kemang
Timur dengan jabatan Penaksir Muda | di unit kerja PT Pegadaian
(Persero) Cabang Mampang

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi tenaga kasir yang
tidak Penggugat dapatkan selama Januari 2018 sampai dengan Juli 2019
sebesar Rp138.833.333,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus
tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menurut pasal 32 Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan berbunyi:

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas,
obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan
kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan
perlindungan hukum.

3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
program nasional dan daerah.

4. Ketentuan selanjutnya Perusahaan harus memastikan gaji karyawan tidak
di bawah besaran upah minimum di wilayah penempatan kerja.
Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang — Undang

Ketenagakerjaan yang bunyinya: “Pengusaha dilarang membayarkan upah

lebih rendah dari upah minimum, yaitu upah minimum berdasarkan wilayah

provinsi atau kota/kabupaten, dan upah minimum berdasarkan sektor pada
wilayah provinsi atau kota/kabupaten. Pihak perusahaan selaku pemberi kerja
berhak melakukan mutasi karyawan sepanjang hal tersebut telah diatur dalam
perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.”
2. Analisis Ultra Petita yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian
sengketa Pengadilan Hubungan Industrial

Ultra Petita adalah larangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara
melebihi apa yang dituntut atau apa yang diajukan oleh penggugat dalam
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gugatannya. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata yakni termkatub
ketentuannya pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.LR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg.
Tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan
dengan tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan
pelanggaran terhadap prinsip rule of law, sehingga putusan tersebut tidak dapat
dibenarkan dan dapat dibatalkan apabila secara nyata hakim memutus melebihi
apa yang dituntut oleh pihak-pihak yang berperkara dan berkepentingan atau
hakim memutus hal- hal yang telah jelas tidak diminta oleh penggugat.’® Di
dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim “tidak
berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang
diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasanya ditentukan para pihak
yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak
dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau
ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang
diajukan dan dibuktikan para pihakitu dapat membenarkan tuntutan hukum
mereka. la tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh
memberikan lebih dari yang diminta Ultra petita dalam hukum formil
mengandung pengertian penjatuhan Putusan atas perkara yang tidak dituntut
atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. 1" Dalam sebuah perusahaan,
baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas
kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya
memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri
konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Pasal 2
UU PPHI mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu
perselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan.

Akibat Hukum dari penolakan permohonan kasasi yang di ajukan atas
dasar putusan judex facti mengandung ultra petita Oleh karena Judex Facti
dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Judex Facti melanggar asas ultra petita karena
menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan tenaga kasir dan menghukum
Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat kembali, padahal
Penggugat menuntut supaya Judex Facti membatalkan SK Mutasi tanggal 27
Juni 2019 serta Penggugat tidak menuntut tunjangan kasir (vide Pasal 178 ayat
(3) Herzien Inlandsch Reglement). Bahwa Penggugat yang tidak dapat
membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Judex Facti yang membenarkan SK
Mutasi tanggal 27 Juni 2019, maka seharusnya pertimbangan untuk gugatan
Penggugat adalah menolak gugatan untuk seluruhnya, bukannya mengabulkan
gugatan primair untuk sebagian dan juga mengabulkan gugatan subsidair untuk
sebagian. Bahwa terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Penggugat
yang sekaligus juga sebagai kasir sebagaimana dalil Penggugat untuk periode

17Miftakhul Huda, Ultra Petita, Jakarta: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009, hal. 63
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22 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 karena tidak adanya tenaga kasir,
maka hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan dan
tidak serta merta mengakibatkan Penggugat berhak mendapatkan pula hak-hak
sebagai tenaga kasir dengan mendapatkan upah dan lain-lain (double payment).

F. Penutup
1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian
antara Putusan Kasasi Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan peraturan
perundang-undangan, karena semestinya pada tingkat kasasi dapat
membatalkan putusan yang mengandung ultra petita, dan akibat hukum yang
timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengandung ultra
petita tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat, meskipun dalam hal ini
Tergugat lebih dirugikan.

2. Saran
Penulis berpendapat, adanya pembatasan upaya hukum kasasi sebagai
upaya hukum terakhir dan tidak adanya upaya hukum peninjauan kembali
terhadap putusan mengenai perselisihan hubungan industrial, tidak mampu
memberikan penyelesaian perkara perselisinan hubungan industrial secara
objektif. Hendaknya peluang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali dapat dibuka Kembali.
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